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Abstrak
 

Skripsi ini membahas mengenai bagaimana kewenangan dalam pembentukan Peraturan Menteri ditinjau dari

teori perundang-undangan dan dari Pasal 8 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011 serta bagaimana keberlakuan

Peraturan Menteri yang pembentukannya tidak didasarkan pada kewenangan tersebut. Penelitian ini

merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode studi kepustakaan. Penelitian ini

menyimpulkan bahwa Peraturan Menteri adalah peraturan delegasi sehingga pembentukan Peraturan

Menteri hanya bisa didasarkan pada kewenangan delegasi. Pasal 8 ayat (2) tidak bisa diartikan sebagai

bentuk pengatribusian kewenangan mengatur sehingga Menteri dalam membentuk Peraturan Menteri tetap

harus berdasarkan pendelegasian kewenanagan mengatur lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan

yang lebih tinggi. Bagi Peraturan Menteri yang dibentuk tidak berdasarkan kewenangan delegasi, maka

Peraturan Menteri itu tidak dapat diakui keberadaannya sebagai peraturan perundang-undangan dan tidak

mempunyai kekuatan hukum mengikat secara umum.

<hr>This thesis provides explanation on how the legislation authority works in establishing a Ministerial

Regulation, based on the legislation theory and Article 8 paragraph 2 Law No. 12 of 2011. This thesis also

provides explanation on how the impact of a Ministerial Regulation establishing if it was not based on the

authority. This thesis is a normative legal study with bibliographical method. This thesis concludes that the

Ministerial Regulation is a delegated legislation. Therefore, the Minister in terms of making this regulation

shall refer to a delegated authority appointed by a higher regulation. The Regulation of The Minister formed

without the delegated authority as the basic will make the regulation to be unrecognized as a regulation and

not publicly binding.
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